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Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota 
Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan mengetahui dan 
memahami apa saja faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara 
langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari 
data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud 
untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Lokasi 
penelitian ini berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan 
Kecamatan Bina Widya. 
Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina 
Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah 
terlaksana dengan baik. Namun masih banyak hal yang harus dibenahi, seperti 
belum tercapai secara maksimalnya mengenai Pelaksanaan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun faktor Penghambat yang terjadi 
dilapangan saat ini adalah Tingginya angka kenaikan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
dan Kesulitan untuk menempatkan pedagang berjualan. Inilah yang kemudian 
menghambat kinerja dalam Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan bahwa 
Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu yang akan dilaksanakan 
harus berlandaskan pada hukum.
1
 Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi negara 
berlandaskan akan hukum, dalam arti cita hukum (rechtsidee) yang didalamnya 
juga mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.  
Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah 
masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan, dan keduanya berlum lengkap 
jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.
2
 Dalam fungsinya sebagai 
pengontrol masyarakat, hukum harus hadir ditengah-tengah masyarakat tersebut 
dengan mengadopsi nilai-nilai yang berkembang diantara masyarakat itu pula.  
Demi terpenuhinya kebutuhan perekonomian yang baik ditengah 
masyarakat, pembangunan ekonomi lokal merupakan proses kegiatan yang 
dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola segala 
sumber daya yang ada untuk kepentingan dan kesejahtraan rakyatntya.
3
 kita 
mengenal istilah Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun pada kenyataannya di 
lapangan menjamur dan maraknya Pedagang Kaki Lima ini semakin luas terjadi. 
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Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada daerah tersebut. Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian yang berada di tingkat Kabupaten/Kota 
merupakan lembaga sebagai sarana tugas pembantuan dalam melaksanakan 
pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur melalui Peraturan 
Kepala Daerah. Untuk melakukan pembinaan sebagaimana mestinya sehingga 
dapat terpantau dan terorganisir dengan baik  terhadap Pedagang Kaki Lima yang 
berada dilingkup daerahnya. 
Dasar-dasar kebijakan politik otonomi daerah, baik sebagai gagasan 
maupun secara konstitusional, otonomi merupakan salah satu sendi 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.  
1. Dasar permusyawaratan/perwakilan. Dasar ini merupakan pengejawatahan 
paham kedaulatan rakyat di bidang penyelenggaraan pemerintahan (politik). 
Pembentukan pemerintahan daerah otonom adalah dalam rangka memberikan 
kesempatan rakyat setempat untuk secara lebih luar berperan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.  
2. Dasar kesejahteraan sosial bersumber baik pada paham kedaulatan rakyat di 
bidang ekonomi meskipun paham Negara berdasarkan atas hukum atau Negara 
kesejahteraan. Kesejahteraan bertalian erat dengan sifat dan pekerjaan 
pemerintahan daerah yaitu pelayanan.  
3. Kedudukan Undang-Undang Dasar dalam suatu negara yaitu sebagai the 
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Urusan pemerintahan diselenggarakan dengan asas sentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
5
 Namun pada saat ini, kita berada dalam 
sistem otonomi daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, pemerintah pusat 
memberikan wewenang kepada daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahannya sendiri, dengan didasari oleh asas, sistem, tujuan, dan landasan 
hukum. Sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan. Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan 
didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Republik Indonesia seperti tercantum di dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 
Maka oleh sebab itu, untuk mendukung kegiatan dalam hal Perdagangan 
dan Perindustrian maka Walikota Pekanbaru membuat Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru. Melalui peraturan kepala daerah tersebut disebutkan pada Pasal 20 
ayat (1) “bahwa bidang pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala 
dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar”. Lalu pada Pasal 21 ayat (1) 
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disebutkan Bidang pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
juga membawahi Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan, Seksi Kebersihan, 
Ketertiban, dan Pembinaan PKL, serta Seksi Retribusi. Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian juga berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima. Pada Pasal (3) pelaksanaan pembinaan dengan 
melaksanakan penataan dan pemberdayaan yang meliputi:  
1. Pendataan 
2. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal. 
3. Fasilitasi akses permodalan  
4. Penguatan kelembagaan  
5. Pembinaan dan bimbingan teknis   
6. Fasilitasi kerjasama antar daerah  
7. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. 
Keistimewaan norma hukum adalah pada sifatnya yang memaksa dengan 
sanksinya yang berupa ancaman hukuman
6
. Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru pada Pasal 23 ayat (2) poin (P), “Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan 
Pembinaan PKL menyelenggarakan fungsi sebagai Pengendalian, Pengawasan 
dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Maraknya Pedagang Kaki Lima 
yang menempati ruas jalan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru seakan 
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mencerminkan kurangnya pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima. 
Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa Undang-undang atau aturan hukum 
adalah sarana pembentukan masyarakat, khususnya dalam sarana pembangunan.
7
 
Sebagaimana pengamatan penulis melihat Pedagang Kaki Lima bahkan hampir 
menyentuh ruas jalan utama yang tentunya juga sangat membahayakan bagi 
pedagang dan mengganggu akses pengguna jalan. Dalam negara kesatuan, 
tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada 
ditangan Pemerintah Pusat. Namun, sistem pemerintahan Indonesia yang salah 
satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan 
ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh daerah dan menimbulkan 
hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan 
pengawasan. 
Kota Pekanbaru menjadi salah satu wilayah pemerintahan yang 
perkembangannya yang sangat pesat di Provinsi Riau, dan dapat di kategorikan 
sebagai kota dengan perkembangan yang sangat pesat baik di bidang 
pembangunan infrastruktur, perdagangan, investasi, keamanan, serta pendidikan 
dan lain-lain. Daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan sehingga menambah 
daya tarik masyarakat desa untuk pindah ke kota. Perkembangan Kota Pekanbaru 
adalah hasil dari kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.  
Kecamatan Bina Widya yang merupakan hasil pemekaran Kecamatan 
Tampan adalah salah satu Kecamatan dengan angka Pedagang Kaki Lima yang 
tinggi di Kota Pekanbaru. Dengan jumlah Pedagang Kaki Lima sebanyak 565 
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orang pada tahun 2017, kemudian naik 614 dan naik menjadi 659 pada tahun 2019 
dan angka ini akan terus naik seiring kondisi, dan faktor lain yang dinilai oleh 
masyarakat akan mendatangkan profit lebih besar.
8
 Berdasarkan pengamatan 
penulis sangat mudah menemui Pedagang Kaki Lima di kecamatan Bina Widya, 
Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan mengganggu ruang publik 
seperti: merusak keindahan ruang terbuka, macet, penumpukan sampah, dan 
mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Karena mereka selalu memanfaatkan 
tempat–tempat yang dipandang sebagai profit seperti titik keramaian atau lokasi 
yang ramai dikunjungi baik setiap saat ataupun secara musiman. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan observasi ke 
lapangan untuk mengetahui langsung apakah fungsi Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru dalam hal Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima telah dilaksanakan atau belum dengan cara mewawancarai beberapa 
Pedagang Kaki Lima. Penulis kemudian memilih lokasi sepanjang Jalan H.R 
Soebrantas, memulainya dengan mewawancarai pedagang bernama Nur Elmi 
yang mana berdasarkan pengakuannya telah berjualan selama 3 tahun disekitaran 
jalanan H.R Soebrantas Kecamatan Bina Widya tepatnya diarah keluar Jalan 
Bangau Sakti, pedagang yang menjual Es Jagung Hawai ini mengatakan bahwa 
tidak mengetahui bahwa adanya fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru, baik dalam bentuk sosialisasi atau 
hal lainnya, yang ia tahu hanya seringnya Satuan Polisi Pamong Praja yang 
memberikan peringatan untuk tidak berjualan di area tersebut, “tapi hanya sebatas 
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peringatan begitu saja, tegasnya”.
9
 Setelah itu penulis beranjak beberapa meter 
masih dilokasi yang sama untuk melakukan wawancara dengan para Pedagang 
Kaki Lima, maka penulis selanjutnya mewawancarai Pedagang bernama Emi 
Chaniago, yang berdasarkan pengakuannya telah berjualan selama lebih kurang 
10 (sepuluh) tahun di lokasi terssebut. Saat ditanyai pernah atau tidak 
mendapatkan Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian, ia menjawab tidak mengerti pembinaan yang bagaimana, karena 
selama ini tidak pernah ada pembinaan, yang ada hanya diusir, tidak boleh 
berjualan, sedangkan ia mengaku hanya dengan jualan inilah dapat mencari 
nafkah, oleh karenanya ia tetap bertahan dilokasi tersebut dan tidak pernah 
mendapatkan pembinaan, “ya hanya diusir Satpol PP pernah, tapi tidak diberi 
lokasi baru atau diarahkan harus kemana, tambahnya”.
10
 Lalu penulis maju lagi 
dari lokasi wawancara kedua, tepat di area gerbang depan Universitas Riau, 
penulis kembali melakukan wawancara dengan Pedagang Kaki Lima bernama 
Rosliana penjual dimsum ayam yang berdasarkan pengakuannya telah berjualan 
hampir satu tahun, sama seperti kedua Pedagang Kaki Lima sebelumnya, Rosliana 
juga tidak pernah tau ternyata ada fungsi Pembinaan Pedagang Kakai Lima oleh 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian, “Jika itu benar ada, semoga kami dapat 
bantuan dana pinjaman, tempatnya juga disediakan, bukan digusur-gusur gitu aja 
oleh Satpol PP”, ungkapnya.
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Dengan adanya permasalahan berdasarkan pernyataan dari para Pedagang 
Kaki Lima yang berbenturan dengan regulasi penulis bermaksud untuk meneliti 
tentang Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan 
Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 
Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru. 
B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan pemahaman 
yang keliru, serta untuk memberikan arahan terhadap penelitian ini, maka penulis 
memberikan batasan dalam tulisan ini, yaitu khusus Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru. 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan 
Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 
Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 






2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru? 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang 
demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian.
12
 Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di 
Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 
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pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Untuk memahami Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di 
Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru. 
c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
E. Metode Penelitian 
Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan yang 
terdapat di dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis Dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. 
Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Menggunakan 
pendekatan Pelaksanaan Hukum untuk mengetahui apakah Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan Pembinaan 
terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 





individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru, Jalan Teratai Nomor 83 Pekanbaru, Kota 
Pekanbaru. Telp: (0761) 21669, Web: http://dagtri.pekanbaru.go.id/, Fb: Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru. 
3. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data 
sekunder: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi 
penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan 
informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan penelitian. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang 
terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 
laporan dan sebagainya. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan atau 
penelitian sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Teknik 
pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling, merupakan 
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Populasi Dan Sampling 
No Responden Populasi Sampel 
1. Kabid Pasar Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
1 orang 1 orang 
2. Kepala Seksi Kebersihan, 
Ketertiban, dan Pembinaan PKL 
Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru 
1 orang 1 orang 
3. Pedagang Kaki Lima di 
Kecamatan Bina Widya 
368 orang 5 orang 
Jumlah 370 orang 7 orang 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik 
pengumpulan data antara lain : 
a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, dengan 
melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya 
dengan objek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses 
tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua 
orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai 
informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti 
dengan para informan. 
c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, 
jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
d. Dokumentasi, yaitu merupakan pengambilan bukti-bukti dalam bentuk 





6. Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 
suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan 
wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga 
menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan 
untuk menggambarkan sacara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di 
peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi 
literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut 
kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, 
kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data 
yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk 
kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pembinaan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru 
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 
F. Sistematika Penulisan 
Didalam penulisan skripsi ini, dilakukan secara sistematika yaitu membagi 
pokok-pokok skripsi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. 






BAB I: PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, 
dan Sistematika Penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini akan di uraikan gambaran Lokasi Penelitian, Sejarah Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Visi Misi Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru, serta Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru. 
BAB III TINJAUAN TEORITIS 
Pada bab ini akan di uraiankan Teori tentang, Pemerintahan Daerah, 
Otonomi daerah, Teori Pelaksanaan Hukum dan Teori-Teori yang berkaitan 
dengan Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina 
Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. Meliputi Pelaksanaan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Bina Widya Kota 
Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
BAB V PENUTUP 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 
Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai 
Siak sebagai sarana transfortasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari 
pedalaman dan dataran tinggi Minang Kabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. 
Pada abad ke-18 wilayah Senapelan ditepi Sungai Siak, menjadi pasar (Pekan) 
bagi para pedagang dari dataran tinggi Minang Kabau. Seiring dengan 
berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang 
ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah ”Dewan Menteri” 
dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minang Kabau 
(Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan 
Pekanbaru, dan dikemudian hari di peringati sebagai hari jadi kota ini. 
Berdasarkan Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak Nomor 1 tanggal 
11 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan Siak. 
Namun pada tanun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar 
Kiri yang di kepalai oleh seorang controleur yang berdudukan di Pekanbaru 
dan berstatus Land Schap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi Ibu Kota 
Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942.
15
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pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan UUD No 8 tahun 1956 Republik 
Indonesia, Pekanbaru (Pekanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam 
lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 
berdasarkan UUD Darurat No 19 tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru 
masuk kedalam wilayah provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi 
menjadi Ibu Kota Provinsi Riau tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan 
Kepmendagri Desember No 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi Ibu Kota adalah 
Tanjung Pinang (Kini menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau).
16
 
2. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru  
Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101’ 14’- 101’34’ 
Bujur Timur dan 0’ 25’ - 0’ 45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan 
laut sekitar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan 
landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah 
oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta 
memiliki beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, 
Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan 
Tampan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 
September 1987 Daerah Kota diperluas dari ± 62,96km2 menjadi ± 446,50km2 
, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil 
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 
wilayah Kota Pekanbaru 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan 
pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang 
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yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat 
terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. 
Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan pembinaan wilayah yang 
cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota 
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan. Kota 
Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan beberapa 
Kabupaten sebagai berikut: 
1) Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
2) Sebelah Selatan  : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
3) Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
4) Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar. 
3. Kondisi Demografis Kota Pekanbaru 
Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan perekonomian dan 
dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya 
peningkatan produksi dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi. Perubahan 
dan pengembangan penduduk dikarenakan adanya kelahiran, kematian dan 
mobilitas penduduk. Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan 
perekonomian. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. 
Jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 1.064.566 jiwa dan tahun 2018 
sebanyak 1.091.088 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota 
Pekanbaru, data jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 1.038.118 jiwa.
17
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4. Potensi Wilayah Kota Pekanbaru 
Kota Pekanbaru bahkan mampu menyokong perekonomian Riau sebesar 
19,57 persen (tanpa migas), menempati urutan teratas. Dilihat dari sisi 
pembangunan manusia. Pekanbaru memiliki Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) kategori sangat tinggi, yaitu sebesar 81,35 persen. Angka ini 
menempatkan Pekanbaru pada rangking teratas di Riau. Dari seluruh kabupaten 
kota di Provinsi Riau, hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) dengan kategori sangat tinggi. Perekonomian 
Pekanbaru mampu tumbuh positif, dengan besar 6,01 persen dan lebih cepat 




Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam kurun dua tahun 
terakhir, tingkat kemiskinan Pekanbaru mengalami penurunan yang cukup 
berarti, walau masih bertengger di kisaran angka 2 persen. Sampai dengan 
2019 jumlah penduduk miskin tercatat 28,60 ribu orang atau 2,52 persen, di 
mana tahun sebelumnya pada 2018, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru 
sebanyak 31,62 ribu orang atau 2,85 persen. 
Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan dilihat dari sisi pengangguran 
pun turut mampu bergerak turun. Hingga Agustus 2019, Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) Kota Pekanbaru tercatat 7,86 persen. Dibanding tahun 
sebelumnya, tingkat pengangguran 2018 sebesar 8,42 persen.  
                                                     





Namun yang cukup mencengangkan, lebih dari separuh jumlah 
pengangguran ini justru didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas 
(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta ditambah pula dari 
lulusan Universitas. Sejalan dengan itu, penyerapan tenaga kerja Pekanbaru 
didominasi pleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah 
sebesar 55,44 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena 
pengangguran terdidik, yang dapat menjadi hambatan upaya Pekanbaru untuk 
bersaing di kancah global pembangunan. 
Gambaran kemiskinan dan pengangguran merupakan sebagian kecil 
persoalan yang akan dihadapi, terkait kesehatan, pendidikan serta sarana dan 
infrastruktur juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan. Walau demikian 
Pekanbaru tentunya terus dapat tumbuh dan melaju dengan pembangunan yang 
lebih baik ke depannya.  
Kebijakan pemangku kepentingan tentunya sangat dinanti oleh 
masyarakat demi tercipta Pekanbaru yang semakin maju. Harapannya para 
pengambil keputusan dapat mengoptimalisasikan sumber-sumber potensi 
unggulan yang telah ada, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk 
menciptakan potensi-potensi baru lainnya, salah satunya dengan membuka 
lapangan pekerjaan baru sehingga adanya peningkatan kualitas hidup dan 








5. Gambaran Ekonomi Kota Pekanbaru 
Selang kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) struktur 
perekonomian Kota Pekanbaru didominasi 3 (tiga) sektor unggulan. Ketiga 
sektor ini mampu berkontribusi sebesar 80,81 persen. Secara berturut adalah, 
sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 
31,41 persen; sektor kontruksi sebesar 30,16 persen serta sektor industri 
pengolahan sebesar 19,24 persen.  Upaya untuk mengoptimalisasi nilai tambah 
pada ketiga sektor unggulan, diharapkan mampu menopang laju perekonomian 
Pekanbaru ke depannya. 
Peranan sektor perdagangan yang dominan mampu menunjang sektor 
terkait lainnya, termasuk sektor pariwisata yang perlu ditonjolkan. Kota 
Pekanbaru yang kental dengan adat melayu serta ciri khas arsitektur bangunan 
melayu merupakan salah satu daya tarik bagi sektor pariwisata. Sarana 
akomodasi yang memadai serta adanya objek-objek wisata baru yang mulai 




Dengan tumbuhnya sektor pariwisata tentunya tidak menutup 
kemungkinan akan bermunculan serta lahirnya aktivitas terbaru yang tidak 
kalah bagusnya untuk menggiatkan perekonomian masyarakat. Ide kreatifitas 
mau tidak mau akan terasah untuk menghadirkan nuansa baru dalam 
perekonomian, sehingga terciptanya lapangan usaha serta kewirausaan dari 
para generasi muda, seperti semakin maraknya usaha-usaha kuliner baru 
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seiring meningkatnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara. Tidak hanya sampai disitu, sisi seni dan artistik pun turut 
terpancing untuk tumbuh, ditandai dengan berjamurnya usaha jasa design, 
videografis serta fotografi. Hal ini menandakan perlunya integrasi serta sinergi 
dari berbagi lini lapisan perekonomian untuk dapat menciptakan Pekanbaru 
yang semakin kondusif dan sejahtera. Upaya optimalisasi serta dukungan dan 
kerja sama yang erat antar sektor perekonomian diharapkan menjadi 
perwujudan visi Kota Pekanbaru, yakni “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai 
Smart City Madani”. 
B. Kecamatan Bina Widya 
1. Letak Geografis 
Bina Widya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi 
Riau, Indonesia. Sebelumnya kecamatan ini bernama Kecamatan Tampan. 
Namun sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 
2020 Tentang Penataan Kecamatan, Bina Widya menjadi Kecamatan baru. 
Kecamatan ini terdiri dari Kelurahan "Binawidya", Kelurahan "Delima", 




Batas wilayah Kecamatan Binawidya sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penataan 
Kecamatan pada Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :  
1) Sebelah Utara  : Kecamatan Payung Sekaki;  
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2) Sebelah Timur  : Kecamatan Marpoyan Damai; 
3) Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar; 
4) Sebelah Selatan  : Kecamatan Tuah Madani. 
2. Potensi Wilayah 
Memiliki pasar Simpang Baru Panam atau yang akrab disebut Pasar 
Selasa, Kecamatan Bina Widya menjadi Kecamatan yang memiliki Pola 
Perekonomian yang baik. 
Masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam 
suku, budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda 
pemerintahan Kecamatan Bina Widya ini memiliki banyak potensi untuk 
dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan 
masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: 
memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua se Kota Pekanbaru, 
Kecamatan Bina Widya dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua 
propinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Barat yang mempunyai 
pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Bina Widya. 
Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikasi terhadap kesejahteraan 





3. Struktur Organisasi Kecamatan Bina Widya 
Tabel II.1 
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C. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
1. Sejarah singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Pekanbaru merupakan realisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah/Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). 
Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, 
telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan 
Pemerintahan di Kota Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Wali 
Kota Pekanbaru di Pekanbaru Monor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas 
dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 83 
Pekanbaru. Pada bagian berikutnya akan penulis jelaskan lebih detail lagi 




Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya 
Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara 
kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain : 
Tahun 1981    : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 
Tahun 1981    : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru 
Tahun 1996 : Bergabunglah Depertemen Perindustrian dengan Depertemen 
Perdagangan, Depertemen Perindustrian, dan Perdagangan Kota Madya 
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Pekanbaru Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 
2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 
berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. 
Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami 
perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas 
tersebut. 
Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 
Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 
juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan 
Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini. Tahun 2008 : Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Pekanbaru. Selanjutnya Berkenaan dengan telah 
ditetapkannya Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah  terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota 
Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal 
ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan 
Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan 
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan 






2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
Visi :  
Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang 
mapan, guna menunjang ekonomi rakyat yang tinggal di Kota Pekanbaru. 
Misi :   
1) Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang merata.  
2) Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 
lingkungan.  
3) Meningkatkan mutu produksi industri yang mempunyai daya saing dan 
bertanggungjawab.  
4) Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan 
profesionalisme bidang industri dan perdagangan.  
5) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.  
6) Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, 
distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan 




























Drs. Ingot Ahmad 
Hutasuhut SEKRATARIS 
 



















Andrico Septian, S.STP 
KABID TERTIB PERDAGANGAN 
DAN PERINDUSTRIAN 
 
H. Dahyulis A. Ma PKB , S.H  
 









Bagas Ndaru Kartiko, S.E 









Said Helvin Syahyudi, M.H 
KASUBBAG PROGRAM 
  





Hendra Putra S.H 














Sonya Faulina, S.E 









 BAB III  
TINJAUAN TEORI 
A. Tinjauan Umum Pelaksanaan 
1. Pengertian Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan 
atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 
diharapkan. Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa, 
merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan 
semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 
dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang 
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang 
harus dilaksanakan. Pelaksanaan atau biasa disebut dengan implementasi juga 
biasa disebut tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun 
secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Usman mengemukakan 
pendapatnya mengenai pelaksanaan, yaitu bermuara pada aktivitas, aksi, 
tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar 




Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 
bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut 
setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan 
keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan
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 menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetepkan 
semula. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan 
oleh seseorang atau badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah 
guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan atau Implementasi suatu 
proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan 
ditetapkan yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah yang strategis 
maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran 
dari program yang ditetapkan semula.
23
 
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan 
Dalam prakteknya kerap ditemukan kegagalan-kegagalan dari 
pelaksanaan, maka untuk membuat pelaksaan menjadi berhasil, memiliki 
faktor-faktor yaitu: 
a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 
baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang 
disampaikan. 
b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu 
terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 
pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan 
tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan. 
c. Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program 
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khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari 
mereka yang menjadi implementer program. 
d. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures). yang 
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 
dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-
masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola 
yang baku. 
Pelakasanaan ditandai dengan adanya seni dalam penyelesaian 
pekerjaan.
24
 Sehingga pekerjaan menjadi optimal, efektif, dan efesien. 
3. Unsur-Unsur Pelaksanaan 
Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure 
yang penting yaitu : 
a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan. 
b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 
perubahan dan peningkatan. 
c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang 
bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari 
proses implementasi tersebut. 
B. Tinjauan Umum Pembinaan 
1. Pengertian Pembinaan 
Menurut arti kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
pembinaan berasal dari ”bina” atau ”membina” (kata kerja) berarti 
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membangun, mendirikan; mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, 
dan sebagainya). ”Bina” (kata benda) antara lain berarti akumulasi dan 
akselerasi secara bertahap dalam tempo, intensitas. Pembina berarti orang 
yang membina, alat untuk membina, pembangun. Pembinaan berarti proses, 
perbuatan, cara membina (negara dan sebagainya); pembaharuan, 
penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 
guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan 
hukum berarti kegiatan secara berencana dan terarah untuk lebih 




2. Fungsi Pembinaan Hukum 
Di negara Indonesia persoalan pembinaan hukum nasional 
menghadapi masalah yang kompleks, karena sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia paling tidak di bidang hukum perdata bersifat pluralistik di mana 
golongan dan penduduk masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan. 
Hal ini juga timbul sebagai dampak dari pertentangan antara aliran 
positivisme hukum c.q. aliran legisme hukum dan mazhab sejarah hukum. 
Pihak yang dapat mengungkapkan ”kesadaran hukum masyarakat” 
atau ”perasaan keadilan masyarakat” adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai wakil rakyat di pusat dalam proses pembentukan undang-undang dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat di daerah dalam 
proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Yurisprudensi (dalam 
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sistem/tradisi hukum Eropa Kontinental) atau Preseden (dalam sistem/tradisi 
hukum Anglo-Sakson/Anglo-Saksis) merupakan sumber pengenal hukum 
yang hidup dalam masyarakat yang penting, demikian pula pendapat para 
ahli/pakar hukum dalam suatu cabang ilmu hukum tertentu. Pengungkapan 
”kesadaran hukum masyarakat” atau ”perasaan keadilan masyarakat” dapat 
juga dilakukan melalui penelitian hukum oleh lembaga-lembaga penelitian 
atau pihak lain. Anggota masyarakat biasa pun dapat menyatakan 
pendapatnya, karena pada akhirnya hukum dibuat untuk masyarakat
26
. 
3. Pembinaan Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru pada Pasal 23 ayat (2) 
poin (P) Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL 
menyelenggarakan fungsi sebagai Pengendalian, Pengawasan dalam 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pendataan dan sosialisasi kepada 
Pedagang Kaki Lima adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap Pedagang 
Kaki Lima. 
C. Pemerintahan Daerah Secara Umum 
1. Pengertian Pemerintahan Daerah 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, kedua istilah 
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ini merujuk pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal (1) angka (1) 
menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu 
oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Pemerintah Daerah adalah aparat yang menjalankan pemeritahan yang 
mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.
27
 
Selain itu Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan 
pengawasan di daerahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur 9 dan 
mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. 
Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah 
                                                     
27





sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah 
segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah 
sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut undang-undang. Perubahan ke 4 (empat) 
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan 
pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 
ayat (1) berbunyi: “Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 
tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang 
diatur Undang-Undang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 
menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang 
dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat 
hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.  
Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup 
Pemerintahan Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang 
dipimpin Wali Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya 
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 





peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
28
 
Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan 
desentralisasi. Keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah 
sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait 
pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam 
Undang-Undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 
Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari 
atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
29
 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang 
Ketentuan Umum Pasal (1) angka (5) menyebutkan urusan pemerintahan 
adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. Mengenai kekuasaan pemerintahan, diuraikan 
dalam urusan pemerintahan. Dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
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23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dasar pengaturan Pemerintahan 
Daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945) Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal Pasal 18, 18A, dan 
18B yang berbunyi: 
Pasal 18: 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan Undang-Undang. 
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. 
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan 
Pemerintah Pusat. 
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 







(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan 
kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah. 
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undangundang. 
Pasal 18B: 
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undangundang. 
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undangundang. 
Wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah besar dan kecil yang 
kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah tangganya 
sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.
30
 
Dari pasal-pasal tersebut dapat memberikan suatu ruang lingkup Pemerintahan 
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Daerah yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur, Kota yang dipimpin Wali 
Kota, dan Kabupaten dipimpin oleh Bupati. Selanjutnya Pemerintahan daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta 
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Di dalam negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah. Akan tetapi 
karena sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya menganut asas negara 
kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus 
sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal-balik yang melahirkan adanya 
hubungan kewenangan dan pengawasan.
31
 
Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah 
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat 
kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan 
fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat 
membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan 
dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara Didalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Pembagian daerah atas daerah besar 
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dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan 
dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang 
bersifat istimewa”. Wilayah Indonesia dibagi menjadi wilayah besar dan kecil 
yang kemudian bersifat otonom, yaitu daerah yang bisa mengurus rumah 




2. Asas-asas Pemerintah Daerah 
Terdapat asas-asas dalam pemerintahan daerah, yaitu: 
a. Asas Dekonsentrasi 
Asas Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang 
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. 
Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan 
pelaksanaanya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab 
pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala 
daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang 
diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan 
pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. 
b. Asas Desentralisasi  
Asas Desentralisasi adalah kewewenang pemerintahan menjadi 
kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 
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pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas 
Desentralisasi menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari 
pemerintahan daerah tingkat tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah, 
dengan demikian tugas, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai 
urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
daerah tersebut. Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan 
oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan 
pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan territorial 
maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi 
dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan 
pemerintahan. Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Ditinjau dari sudut 
penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan 
“meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas 
dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih 
memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan 
nasional atau Negara secara keseluruhan.
33
 Pusat tidak perlu mempunyai 
aparat sendiri di daaerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. 
Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar 
yaitu:  
1) Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan 
2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan 
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3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan 
pembagian kekuasaan dan kewenangan serta; 
4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah 
pemerintahan. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah 
pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana 
kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat 
melaksanakan pemerintahanya sendiri tanpa intervensi dari pusat. 
c. Asas Tugas Pembantuan  
Asas tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan turut serta 
dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah 
Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang 
memberi tugas. Melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada 
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 




3. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah 
a. Undang-Undang Dasar 1945. 
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Pasal 18 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). (2) Pelaksanaan 
Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
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Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 
standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
4. Fungsi Pemerintah Daerah 
Pengertian fungsi yang dimaksud adalah dalam bentuk “normatif” yaitu 
berarti tugas atau yang berkaitan dengan jabatan publik dari tingkat pusat 
sampai tingkat daerah. Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah. Paling 
tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi 
pelayanan.
35
 Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat 
daerah menjalankan,mengatur dan menyelenggarakan jalannya 
pemerintahan.Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 adalah:  
a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 
menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.  
c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki 
hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 
Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Fungsi 
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tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan 
dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang 
dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.Sesuai dengan asas-asas 
yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara 
efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada 
peraturan perundang-undangan. 
D. Tata Ruang Secara Umum 
1. Pengertian Tata Ruang 
Pengertian ruang menurut D.A. Tisnaatmadjaja adalah “wujud fisik 
wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi 
manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas 
hidup yang layak”
36
. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah No. 327/KOTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman 
Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang 
meliputi daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah 
tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan 
serta memelihara kelangsungan hidupnya”.
37
 Menurut ketentuan Pasal 1 angka 
1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan 
bahwa ruang adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara 
kelangsungan hidupnya”. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali sarana 
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kontrol dan sebagi pengarah pembangunan. Berdasarkan aturan hukum tersebut 
Hukum Penataan Ruang (UUPR), pada tataran filsafat hakekatnya untuk 
mengendalikan ruang mulai pada tataran perencanaan, pemanfatan dan 
pengendalian pemanfaatan ruang (ontologis), adapun prosedur untuk menjaga 
pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan 
yang berkelanjutan (epistemologis), yang memerlukan dukungan adanya 
kepastian hukum dalam penataan ruang (aksiologis) tapi masih belum 
terpenuhi. Dilihat dari pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ruang 
terbagi dalam beberapa katagori, yaitu : 
a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan 
daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut 
terendah;  
b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan 
laut dimulai dari sisi laut dari garis laut terendah termasuk dasar laut dan 
bagian bumi di bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksi. 
c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atauruang 
lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara 
Indonesia memiliki hak yurisdiksinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 
angka (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Dimana struktur 
ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi 





pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
38
 
Pola pemanfaatan ruang dalam hal ini meliputi pola lokasi, sebaran 
permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah 
perkotaan dan pedesaan. Dimana tata ruang yang dimaksud adalah tata ruang 
yang dirancanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata 
ruang yang terbentuk secara alami, seperti sungai, gua, gunung, dan lain-lain.
39
 
Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana 
menyatakan bahwa ruang sebagai wilayah Negara Kesatuan Negara Republik 
Indonesia yang harus dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan oleh negara 
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu 
kemudian negara menyelenggarakan suatu penataan ruang. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang 
dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendaian pemanfaatan ruang. Hal 
tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum 
Administrasi Negara. 
2. Klasifikasi Tata Ruang 
Penataan ruang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah 
administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pengertian 
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Kawasan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budi daya. Penataan 
ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam 
penataan ruang, baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, 
kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Dalam rangka akan 
dilaksanakannya suatu aktivitas pembangunan, harus memperhatikan fungsi 
utama dari suatu kawasan, yang terdiri atas :  
a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencangkup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. Melihat fungsi utama dari kawasan lindung 
ini, dapat dikatakan bahwa kawasan lindung merupakan suatu wilayah yang 
tidak diperuntukan bagi dilaksanakannya aktivitas pembangunan;  
b. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, kawasan 
budi daya merupakan suatu wilayah yang memang diperuntukan bagi 
aktivitas pembangunan. Untuk menciptakan keteraturan dalam penataan 
ruang diseluruh wilayah Negara Indonesia, keberadaan fungsi kawasan 
tersebut perlu dituangkan secara tegas dalam perencanaan tata ruang baik 
yang bersifat nasional, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota. 
Sehingga nantinya, tata ruang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan 
atau usaha tertentu, yakni menempati wilayah sesuai dengan peruntukannya, 





melakukan pemantauan dan pengendalian dampak dari kegiatan
40
 
3. Dasar Hukum Tata Ruang 
Terkait dengan hal tersebut, dalam pengaturan penataan ruang, adanya 
tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sebagaimana yang 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undnag Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dijadikan sebagai dasar dalam penetapan suatu aturan hukum 
nasional dalam bidang penataan ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 ini, sebagai acuan penataan ruang nasional diberlakukan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, namun kemudian 
diganti karena dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan 
penataan ruang yang ada di Indonesia. Selain itu adanya kebijakan otonomi 
daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah 
daerah dalam hal penataan ruang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu faktor dibuatnya peraturan 




Terkait dengan hal tersebut, dalam pengaturan penataan ruang, adanya 
tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sebagaimana yang 
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang dijabarkan lebih lanjut dalam 
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, 
sebagai acuan penataan ruang nasional diberlakukan Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, namun kemudian diganti karena 
dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan kebutuhan penataan ruang yang 
ada di Indonesia. Selain itu adanya kebijakan otonomi daerah yang 
memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam hal 
penataan ruang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014, merupakan salah satu faktor dibuatnya peraturan penataan ruang yang 
baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. 
Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas bahwa 
Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru harus lebih optimal, efektif dan efesien, hal ini sejalan dengan 
fungsi Pembinaan, dan posisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 
sesuai dengan pasal dan ketentuan yang ada didalam Peraturan Walikota 
Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru. 
E. Konsep Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
 Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu bentuk sektor informal 





dilakukan secara berpindah-pindah dengan modal terbatas serta berlokasi di 
tempat-tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal.
42
 Dimana 
kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok sesuai dengan 
kultur yang dimiliki atau dilakukan secara individual.
43
 
 Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana 
penataan dari masing-masing kota. Kebijakan yang telah diambil oleh 
pemerintah kota dapat dikelompokkan sebagai berikut:  
1. Pemugaran atau relokasi 
 Tindakan dengan pemugaran suatu lokasi baik berupa pembangunan baru 
dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari 
kondisi yang telah ada. Tindakan ini sebaiknya juga memperhatikan 
kepentingan dari pihak Pedagang Kaki Lima sendiri dengan tidak 
mengganggu perolehan atau hubungannya dengan konsumen maka tindakan 
tersebut dapat diterima.  
2. Stabilisasi atau pengaturan berupa penataan fisik atau penempatan lokasi 
Pedagang Kaki Lima 
 Pada suatu lokasi. Adapun beberapa alternatif tindakan yang dilakukan 
antara lain; Peruntukan dalam ruang terbuka (Open Market), dimaksudkan 
untuk memudahkan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa 
pelayanan Pedagang Kaki Lima ini dan diharapkan tidak mengganggu fungsi 
kota di lingkungan lokasi Pedagang Kaki Lima. Pembebasan atau penutupan 
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jalan-jalan tertentu, dan menutup sirkulasi lalu lintas bagi pengguna kendaraan 
bermotor yang hanya diperuntukkan bagi pergerakan pejalan kaki. Tindakan 
ini biasanya bersifat temporer yaitu dilakukan dalam waktu-waktu tertentu 
saja. Pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar, menempatkan 
Pedagang Kaki Lima pada jalan-jalan atau sebagian trotoar tertentu pada 
waktu tertentu yang sekiranya tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya. 
Setelah itu, Pedagang Kaki Lima tersebut wajib membersihkan ruang 
usahanya agar tidak mengganggu fungsi kota lainnya.  
3.  Pemindahan atau removal  
Dengan cara memindahkan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan 
berdasarkan penelitian dan kajian yang komprehensif sehingga memberi 
solusi yang berkesinambungan. 
4. Pengelolaan struktural 
Pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil. Selain bentuk 
pengelolaan lokasional, pemerintah kota mencoba pola pengelolaan 
struktural. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan struktural adalah 
perijinan, pembinaan, dan bantuan atau pinjaman. Perijinan usaha kepada 
kelompok Pedagang Kaki Lima didasari menurut jenis barang atau jasa 
yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertentu. Perijinan bagi aktivitas 
Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya didasari atas 
pertimbangan memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan 
pembatasan jumlah serta membantu dalam penarikan retribusi.
44
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A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 
pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bina 
Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru sudah 
berjalan dengan baik. Hanya saja masih banyak hal yang harus dibenahi, 
seperti belum tercapai secara maksimal dalam hal sosialisasi yang lebih efektif 
dan efisien, dan juga harus segera merancang untuk Kecamatan Bina Widya 
dimana lokasi untuk diletakkan para Pedagang Kaki Lima ini melakukan 
aktivitas jual beli.  
2. Faktor Penghambat yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Berdasarkan 
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan 
Dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan tingginya angka kenaikan Pedagang 
Kaki Lima (PKL), dan kesulitan untuk menempatkan lokasi pedagang 
berjualan yang menyebabkan terhambatnya pembinaan yang dilakukan oleh 










Berdasarkan Uraian yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis 
memberikan saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Bagi pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru harus lebih 
mengoptimalkan tugasnya dalam hal Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), 
sehingga Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru akan 
tertata dan menjadi lebih baik pengelolaan kedepannya tercapai. 
2. Bagi pihak Pedagang Kaki Lima, agar dapat bekerja sama dengan Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru agar terkelola dan Pedagang Kaki Lima dapat 
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